PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RAIH WTP-PSH, INI
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Sumber gambar: tegas.co

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2024. Senin (26/5/2025). Anggota IV BPK Haerul Saleh, S.H.,
CRA, CRP, CIABV, CSFA, CertDA, CFrA menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi
Sulawesi Tenggara 2024 pada acara Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK di Gedung
DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara La
Ode Tariala, S.Pd. dan Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi
Sumangerukka, S.E., M.M.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian
dengan Penekanan Suatu Hal (WTP-PSH). Opini diberikan berdasarkan pemeriksaan
sesuai Standar Pemeriksaan keuangan Negara (SPKN), yang menilai kewajaran laporan
keuangan berdasarkan empat kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Penekanan Suatu Hal
yang perlu menjadi perhatian yaitu penerbitan SP2D yang tidak sepenuhnya
memperhatikan ketersediaan dana riil sehingga belanja pada Tahun 2024 menjadi utang
yang membebani belanja Tahun 2025.

Sumber berita:
1. https://sultra.bpk.eo.id/pemerintah-provinsi-sulawesi-tenggara-raih-wtp-psh-ini-

penekanan-dari-bpk/, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Raih WTP-PSH, Ini
Penekanan dari BPK, dipublikasi 28 Mei 2025.
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2. https://tegas.co/2025/05/26/pemprov-sultra-raih-opini-wtp-dengan-penekanan-dari-

bpk-ri/, Pemprov Sultra Raih Opini WTP dengan Penerkanan dari BPK RI,
dipublikasi 26 Mei 2025.

Catatan:

» Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur dalam

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara:

1.

10.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan
atas laporan keuangan;

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan
keuangan pemerintah memuat opini;

Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan
keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat
lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah
daerah;

Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi
dalam laporan hasil pemeriksaan;

Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau
penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan
hasil pemeriksaan;

Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam
puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;

Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang
kepegawaian;dan

Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan
tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan
dalam hasil pemeriksaan semester.

» Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

pada:

1. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
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Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

2. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu;

3. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan
atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD,
dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;

4. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan;dan

5. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK
menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden,

Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
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